KEPALA DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KENDALSARI
NOMOR S TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENDALSARI,

a. bahwa berdasarkzn ketentuan Pasal 79 avat (3)
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Menimoang

Desa menyebutkan bahwa Rencani
Pembangunan Jungka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetnpkan
dengan Peraturan Desa;

b. bahwa agar pelaksansan rencana pembangunan
desa berjalan efektif, efisien dan terarah serta
mempunyai sasaran dan sesuai dengan skala

prioritas  dalam  bidang penyelenggaraan

p-emerintnh desa, pembangunan desa, pembinan
kemasyrakatan dan pemberdayaan masyarakat,
maka diperlukan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa Kendalsari Kecamatan

Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-

2021,

¢. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

menmyebuthkon hohwa Hepcano Pembanganan
Jangkn  Menenguh Desa dan Rencann Kerja
Pemerininh Deasa ditetapkan dengan Peraturan
Desa,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimani
dimaksud dalam hurufl a, huruf b dan huruf e,
perlu - menctapkan  Peraturan  Desa tentang
Rencana Pembar gunan Jangka Menengah Desa
Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten

Pemalang Tahun 2016-2021

Menpingat : 1. Undang-Undang Nomor |1 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daeran Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawe Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421},
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nemor 4438),

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negaia Republik [ndonesia Tahun
2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones:a Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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10.

Pemerintalinn idinerinh [Lemnbmrnn Nepinra
Republile Indonesin Tahun 2004 Nomaor - 244
Tambahan Lemboran Negara Repuablik Indonesin
Nomor  S506R7)  aebagnnnane  telah diubah
Beberapa kah tevakhie dengan Undang Uoedang
Tahun 2015 perabahan kedun atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenting
Pemerintonhan Duoernh (Lembaran Nepira
Republik Indonesio Tahun 2015 Nomor 5H
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penctapin Mular Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950,

Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahuan 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintaban antara
pemerintah, Pemrerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20067 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pelakuanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Feraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonetia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah  dengan Peraluran Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
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12.

13.

14,

15.

Pernturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peroturan Pelaksanaan ndang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negarn Republik  Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717),

Peraturan Menternn Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi  Kewenangan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Pemnalang  (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
Peraturan Daerahh Kabupaten Pemalang Nomor
12 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2009 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengai Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2011 Nomor 35)

Peraturan Daeral: Kabupaten Pemalang Nomor 6
Tahun 2015 tenfang Pedoman  Penyusunan
Peraturan di Desu (Lembaran Dae;ah Kabupaten
Pemalang Tahur 2015 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
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Prepprnn Kesepmboabn e

IVADAN 1M1 RMUSYAWARAMTAN DESAA FICHDA LA
i

WEPALA DESA KILNDALDAK
MEMUTUSKAN

Menetaphinn PERATURAN DESA KENDALSARL TIENTANG RFHCANS
PEMBANGUNAN JANCGKA MENENGAI DESA
KENDALSAR] KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2016-2021

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

| Desa adalah Desa Kendalsan.

. Pemenntahan Desa adalah Pemerintah Desa Kendalsan dan Badan
Permusyawaratan Desa Kendalsari.

I, Pemernintah Nesa adalah Kepala Desa Kendalsari dibaniu Perangkat
Cesa Kendalsarl sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Desa
Kendalsar.

4 Kepala Desa Kendalsari adalah pejabat P2merintah Desa yang
mempunya wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga desanya dan melakanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa,
Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana
Kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemenntahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
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13.

14,

Musyawarah  Desa yvang yang selonjitnyn disingkat - Musrenbang
adalah  musyawarnh - antarn - Badan Permusyawnratan Dean,
Pemenntah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Padan Permusyvawaratan Desa untuk menyepakat hal yang beraifnt
siratens

Musvawarah Perencanaan Pembangunan Desa yvang selanputnya o
singkat  Musrenbangdes  adalah  musyawarabh antara Badan
Permusyvawaratan Desa, Pemerintnh Desa, dan unsur raasyarakat
vang dhselenggarakan oleh Pemerirtah  Desa untuk  menetapkan
pnontas, program, kegiatan, dan keby tuhan Pembangunan Desa yang
didanmi oleh  Anggaran Pendapatan dan  Belanma Desa, swadava
masvarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belan
Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan  Jangka Menengali Daerah  Kabupaten
Pemalang yanp selanjutnya di singkat RPJIMD Kabupaten Pemalang
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menangah Kabupaten
Pemalang Tahun 2011-2016.

Rencana Pemnbangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa adalah Rencina Pembangunan Jangka
Menengah Desa Kendalsari Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa
adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja D=sa yang selanjutnya APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemeriniah desa dan BPD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanaja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari anggaran
pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang
dutransfer melalaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten / kota dan digunakan untuk memiayai penyelenggaraan
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prmrnnm}mn. pelnksanann e e pembinann
kemasyvarakatan dan pemberdaywan s sarakat

15. Visi adalah ramusan umum mengenn: keadnan ideal yvang dunginkan
pada akhir periode perencanann ;

16. Misi adalah ramusan  umum meng=nnl  upayi upayi yang akan
d.li ksanakan untuk mewujudkan visl

17. Strategt adalah langkah-langkah berisilean program-program indikanf
untuk mewujudkan visi dan misi

18, Arah  Kebijakan adalah arah atou tndakan vang diamhbil oleh

Pemenntah Desa untuk mencapai tujuan

BAB [l
RENCANA PEMBANGUNAN JANC KA MENENGAH DESA

I"asal 2

(1) Perencanann Pembangunan Desa Kendalsari Peiode 2016-2021
disusun  dalam  sebuah dokumen yang disebut Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Kendalsari Tahun 2016 - 2021
yang disingkat RPJM Desa Kendalsari Tahun 2016-2021;

(2) Dalam dokumen RPJM Desa Kendalsari Tahun 2016-2021 dirinci
berdasarkan bidang, program dan kegiatan yang menjadi prioritas;

(3) Program Program dan kegiatan lninnya yang menjadi kebutuhan yang
mendesak dalam tahun berjalan, akan diputuskan dalam
Musrenbangdes yang diselenggarakan setiap tahun;

(4) Keputusan hasil Musrenbangdes sebagaimana ayat (3) selenjutnya
dituangkan dalam RKP-Desa.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengeh Desa Kendalsari Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 disusun dengan
sistematika sebagal berikut :

BABI . PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Pengertian
1.3. Dasar Hukum
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14 Maksud Dan Papann

pap i PROFILIEE DIESA

21 Kondist Dewn
200 Heparah Desi
202 Demograli
213 Keadaan Sosial
214 Keadonan Ekonom

2.2 Rondisi Pemerintahan Desa
2,21, Pembagian Wilayah
2.2.2.  Struktur Organ.sast Des,

BAB 1l . MASALAH DAN POTENSI

3.1 Masalah
32 Potensi

BAR IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi Dan Misi
4.1.1. Visi Desa
4.1.2. Misi
42 Kebijakan Pembangunan
4.2.1.  Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4.2.2.  Potensi Dan Masalah
4.2.3. Program Pembangunan Desa
4.2.4  Strategl Pencapuan

LAMPIRAN- LAMPIRAN

l
2

5

Matrik Program Kegiatan

Data Rencana Program & Kegiatan Pemibangunan yang akon masuk
ke desa

Data Desa (Daftar SDA, Daftar SDM . Daftar Sumber Daya
Pembangunan dan Daftar Sumber Daya Sosial Budaya)

Rekapitulasi Usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau
kelompok musyarakat (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram
Kelembagaan)

Berita Acara hasil pengkajian desa den beserta Laporan hasil PKD
Berita Acara Musyawarah (Musdus, Musdes dan Musrenbanges)
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tidangan dan Daftnr Hadie Musyawaranh (Museliin, Museles dar

AMusrenbangdes)

[erita acarn penvusunan rancangan R IMDes

b -]

Notulen Musyawaranh (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
10 Keputusan Kepaln  Desa tentangg Pembentukan Tim Penyusan
RIUIMDesa

11 Petn Desa
12 Foto Kegiatan/Foto Desa {Musdus, Musdes, Musrenbanaees)
Pasal 4

Isi beserta uraian RPIM Desa Kendalsari Tahun 2016-2021 sebagaimana
rercantum dalam Lampiran Peraturan Desa inl merupakan pagian vang

udak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJM Desa mengacu pada RPJMD Kabupiten Pemalang

Pasal 6

{1} Program Pembangunan Desa perinde '016-2021 dilaksanakan sesuai

RPJM Desa;
(2) RPJM Desa memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah

rembangunin jangka menengah desa.

Pasal 7

RPJM-Desa menjadi pedoman bag Pemezrintah Desa dalam menvusun
RKP-Desa dan sebagai acuan bagi selurut pemangku kepentingan di desa
dalam melaksanakan kegiatan pembangunaa selama kurun wakiu 2016-
2021,

Pasal 8

RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka
Penyelenggaraan pembangunan desa.
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AR 11
PENOENDALIAN DAN EVALUAN]

Pivminl O
(1) Kepaln  Desn melakukan  pengendalian dan evalunst pelabsanaa:
RPM Desa,
(2) Tata cam  pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  RPJM-Desa

dilaksanakan sesuni peraturan perundang-undangirn

BAD IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk me:nghindarkan
Kekosongan rencana pembangunan aesa, Kepala Desa vang sedang
memenntah pada tahun terakhir pemerintahannya diwapbkan
menyusun RKP Desa untuk tahun pertama periode pemernntahan
Kepala Desa berikutnya ;

2. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman unfuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya |

3 Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, RPJM-Desa ini menjadi
pedoman penyusunan RKP Desa sampai dengan berakhirnyi masa
jabatan Kepula Desa periode twhun 2013-2018 dan dapat
diberlakukan sebagai RPJM-Desa transisi scbagai pedoman
penyusunan RKP Desa Tahun 2019 sebelum tersusunnya RPJM Desa
pada pemerintahan kepala desa bemkutnya yang memuat visi misi
kepala desa terpilih.

Pasal 11

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa
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ALY Y
KETENTUAN PFlEHLITU R

Pasal 12

peratiran Desa in mulai berlaku pada tar peal dinndanghan

Agar  seliap  ormng mengetahuinya, miemenntahkan  pengundangar
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dess

Kendalsan Kecametan Petarukan Kabupaten Pemalang

Ditetapkan i © Kendalsari

pada tanggal : B Desember 2015

Diundangkan di Kendalsari
pada tanggal , 9 Desember 2015

LEMBARAN DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KAEUPATEN
PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR..J...
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